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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Kepala Badan
Narkotika Nasional berwenang mengatur lebih lanjut
pelaksanaan anggaran atas bagian anggaran yang
menjadi tanggung jawab Kepala Badan Narkotika
Nasional berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di bidang Keuangan Negara;

b. bahwa  pelaksanaan dan  pertanggungjawaban
anggaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional
perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Narkotika Nasional tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di

Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
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Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/
2007 tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/
2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.0S5/
2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/
2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab

Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/
2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/
Lembaga/Satuan Kerja;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/
2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana
Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/
2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 2015;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata
Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/
2015 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap;

16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor
16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Narkotika Nasional;

17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini merupakan

acuan dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
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Pasal 2
Ketentuan mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional ini.

Pasal 3
Ketentuan mengenai Format Pelaksanaan dan Pertanggung
jawaban Anggaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional ini.

Pasal 4
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional ini dalam rangka Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran disesuaikan dengan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
Segala Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di
lingkungan Badan Narkotika Nasional terhitung sejak
tanggal 1 Januari 2016 mengikuti Peraturan Kepala Badan

Narkotika Nasional ini setelah diundangkan.

Pasal 6
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



